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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  

PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK 

(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur) 

 

Oleh  

ABDUR ROHMAN A 

 

Muamalah merupakan aktifitas yang di lakukan oleh semua orang, 

untuk melakukan muamalah membutuhkan sebuah akad, yaitu hubungan timbal 

balik manusia satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadi dasar bagi hasil di 

masyarakat khususnya akad mudharabah dalam bagi hasil pemeliharaan hewan 

ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana, akad yang dilakukan oleh 

para pihak yaitu akad mudharabah dalam pembagian keuntungan harus jelas dan 

ada potongan biaya terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya pembagian 

keuntungan jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan belum pernah 

beranak, maka jika beranak akan di miliki oleh pengelola, tanpa dibagi. Setelah 

itu, jika beranak kembali maka akan dibagi dua  dan seterusnya. Dan jika hewan 

ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak 

dibagi dua, setangah untuk pemilik hewan ternak dan setengah nya lagi untuk 

pengelola dan seterusnya. Dan pembagian keuntungan tersebut tidak di potong 

biaya-biaya tak terduga dari pengelola.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap 

sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendapatkan data yang valid, 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, 

dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan 

ternak di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

pada prakteknya Menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan 

perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa.  Dalam 

bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau 

pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola  untuk hewan ternak. Dan  Hewan 

ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasil nya yaitu ketika dalam keadaan 

belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa di 

bagi. 
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MOTTO 

 

 
 

                    ...    

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah;.....”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Semarang : Toha Putra) h. 980 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah mengatur hubungan kehidupan manusia antara 

manusia dengan Allah dalam rangka menegak kan hablun min Allah dan 

hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan hablun min al-

nas; yang keduannya merupakan misi kehidupan manusia yang dicipatakan 

sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai 

ibadah pula, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan 

dalam kitab Fiqh.
2
 

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang 

lain di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia 

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam 

kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang 

lainnya. Yang terjadi hampir di semua sektor kehidupan; baik itu dalam 

bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, muamalah, hukum, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, 

manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan 

manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. 

Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad 

                                                             
2
 Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), h. 175. 
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muamalah tidak akan terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan nya 

antara lain : 

                               

                      

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya.”
3
 

 

“Dari ayat tersebut dapat di lihat bahwa al-uquud, al‟uhuud: janji-

janji, dan semua yang diikatkan, diakadkan yaitu semua yang dihalalkan oleh 

Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-qur‟an, jangan 

kalian menyalahinya atau mengingkarinya.  Zaid bin aslam berkata : aufu bil 

„uquud, al uhuud itu ada enam : abdullah (perintah dan larangan Allah), 

aqdul hilf (perjanjian persekutuan suku), aqdusy syarikah (perjanjian 

persekutuan dangangan), aqdul bai’ (perjanjian jual beli), aqdun nikah (akad 

nikah perkawinan), aqdul yamin (perjanjian sumpah)”.
4
 

 

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud 

dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
5
 

                                                             
3
QS. Al-Maidah (5) : 1. 

4 Ibnu Katsier, Terjemahan Singkat Tafsir, ( Surabaya : Bina Ilmu, 2004 ) h. 3  
5
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian 

Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. H. 15. 
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Berdasarkan hal ini ada muamalah seperti perseroan harta dan 

tenaga (Al-mudharabah), misalnya sistem bagi hasil (kerjasama antara 

pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut 

perjanjian yang disepakati). Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalam nya 

yaitu: ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam 

pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal 

dengan  pengelola. Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah 

(perkongsian).
6
 

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman 

rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerima 

nya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.
7
 Kebolehan Mudharabah juga di-

qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqoh (bagi hasil dalam bidang 

perkebunan). Selain itu kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma‟ 

ulama.
8
 

Berdasarkan bentuk kegiatan pemeliharaan hewan ternak (Sapi dan 

kambing) yang ada di desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur, ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek nya, adapun 

dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut mudharabah adalah kerja 

sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, 

dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya sebagai 

pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menaggung seluruh 

                                                             
6
 Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 223 

7
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 195. 
8
Ibid .., h. 196. 
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kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian 

pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut 

mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara 

mereka.
9
 Tetapi dalam praktek nya pembagian keuntungan tidak sesuai, jika 

hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, 

maka jika beranak akan di miliki oleh pengelola, tanpa dibagi kepada pemilik 

hewan. Setelah hal tersebut, anak pertama dimiliki oleh pengelola dan jika 

kembali beranak maka akan dibagi dua bagian dan seterusnya. Tetapi jika 

hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka 

jika beranak kembali dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk pemilik 

hewan ternak dan setengah nya lagi untuk pengelola begitu pun seterusnya, 

jika melahirkan kembali.
10

 

Berdasarkan salah satu praktek akad bagi hasil harus berdasarkan 

ketentuan-ketentuan Islam, jika ada kerugian, hal itu di tanggung oleh pemilik 

modal. Dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya, 

kecuali kerugian di akibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.
11

 

Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil 

upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga 

mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).
12

 

                                                             
9
Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 

2014), h. 129. 
10

Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu  

tanggal 16 september 2018 
11

Rachmat Syafe‟I Fiqh Muamalah., h. 224 
12

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)  h. 141 
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Kerjasama yang di lakukan di desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam hal Bagi hasil Hewan Ternak 

(Sapi dan kambing), ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan 

(Sapi dan kambing) untuk melakukan kerjasama terhadap pemelihara 

daripada memelihara sendiri. Pertama pemilik hewan mempunyai pekerjaan 

tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya,
13

 kedua pemilik hewan 

membantu kepada yang tidak mampu untuk membeli hewan agar bisa 

memelihara.
14

 Ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak 

mampu untuk memelihara sendiri.
15

 Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan 

(Sapi dan kambing) melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut 

tidak bisa di pelihara oleh pemiliknya.  

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Sukadana Jaya 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pemilik dan mengelola 

melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu dimana isi perjanjian nya waktu 

pemeliharaan setelah pembuatan kandang selesai, tidak ada perjanjian di 

tentukan nya batas waktu pemeliharaan. Adapun tugas pengelola merawat, 

memberi makan dan mengawinkannya sedangkan pemilik hanya melihat 

keadaan dan menunggu hasil nya. Dalam akad tersebut hanya melakukan 

akad lisan dan hanya mengandalkan sistem kepercayaan.
16

 

                                                             
13

Wawancara dilakukan dengan Bapak Zainudin  selaku Pemiliik hewan (sapi), pada  hari 

selasa tanggal 10 september 2018  
14

Wawancara dilakukan dengan Bapak Zainudin  selaku Pemiliik hewan (sapi), pada  hari 

selasa tanggal 10 september 2018  
15

Wawancara dilakukan dengan Bapak Baedowi selaku Pemiliik hewan (sapi), pada  hari 

sabtu tanggal 15 september 2018  
16

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sulaiman Selaku pengelola sapi, pada hari kamis  

tanggal 12 september 2018 
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Modal dalam hal bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan 

ternak (Sapi dan kambing) bukan dalam bentuk uang, modal langsung di 

berikan oleh pengelola. tanpa adanya syarat kapan untuk pengembalian 

hewan ternak. Ketika dalam pengelolaan selama satu sampai dua tahun tidak 

mendapatkan hasil, biasanya pihak pengelola melakukan pengembalian atau 

penukaran hewan ternak (Sapi dan kambing) ke pada pihak pemilik hewan.
17

 

Sedangkan jika hewan ternak itu sudah menghasilkan  (anak sapi dan 

kambing) tersebut, jika hidup maka akan menunggu sampai ada yang berniat 

membeli anak hewan ternak, setelah ada yang berani membeli anak hewan 

ternak, maka pihak pengelola dan pemelihara akan melakukan pembagian 

hasil. Dalam bagi hasil tersebut Apakah anak hewan ternak dijual atau di 

pelihara. Jika anak hewan ternak tersebut dijual maka uangnya akan dibagi 

dua sama rata, tetapi jika anak hewan ternak tidak dijual berarti ada salah satu 

pihak baik pengelola maupun pemelihara akan memberikan sejumlah uang, 

guna untuk memiliki anak hewan ternak tersebut.
18

 Untuk kotoran hewan 

ternak (Sapi dan kambing) itu  dimiliki oleh pengelola (tidak dibagi hasilnya 

baik itu dijual atau di gunakan sendiri), karena dalam hal pengelolaan hewan 

ternak ada di tempat pengelola, bukan pemilik.
19

 

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu diadakan penelitian, karena 

adanya kesenjangan yang berjudul “Tinjauan Hukum IslamTerhadap Sistem 

                                                             
17

Wawancara dilakukan dengan Bapak Baedowi selaku  Pemilik hewan (sapi)  pada  hari 

sabtu tanggal 15 september 2018  
18

Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu  

tanggal 16 september 2018 
19

Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu  

tanggal 16 september 2018 
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Bagi hasil Terhadap Pemeliharaan Hewan ternak (Studi Kasus Desa 

Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) 

B. Pertanyaan Penelitian 

Adapun yang menjadi Pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi 

hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing) di Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hukum Islam 

terhadap Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak Antara Pemilik Dengan 

Pengelola Hewan Ternak Di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual 

dalam bidang hukum ekonomi syari‟ah khususnya dalam persoalan 

sistem bagi hasil. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan 

bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syaria‟ah. 
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b. Manfaat secara praktis 

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk meberikan kontribusi kepada 

masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam 

pandangan hukum ekonomi syari‟ah. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai 

penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang dikaji. 

Terdapat beberapa penelitan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam pembahasan atau penelitan ini. Oleh karena itu, dalam kajian 

ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan 

pembahasan peneliti. 

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan Sistem 

Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing) Studi Kasus Desa Sukadana 

Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bukan termasuk 

permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait 

yang pernah dilakukan, yakni: 

1. Triyana Suryadi NPM. 13112989, Mahasiswa IAIN Metro, lulus Tahun 

2017, yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan 

Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)” Skripsi S1 

Hukum Ekonomi Syari‟ah. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa perjanjian 

Bagi Hasil di Desa Simpang Agung mengikuti kebiasaan perjanjian bagi 

hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Agung 
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sebelumnya. Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini 

membuat kesepakatan atau akad di awal perjanjian bagi hasil. Perjanjian 

tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik 

tanah.
20

 

2. Sri Rahayu Susanti, NIM. 10722000286, Mahasiswa UIN Sultan Syarif 

Kasim, lulus Tahun 2011, yang berjudul “Sistem Pembagian Hasil 

Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi S1, 

kesimpulan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan 

oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu 

pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar 

tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya 

hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya 

dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa 

terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara 

ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka. 

Secara hukum Islam syirkah itu telah dibolehkan sebagai dasar hukumnya Al-

qur‟an dan Sunnah namun haruslah memenuhi rukun dan syarat Syirkah. 

Walaupun dalam Islam dibolehkan melakukan syirkah atau perkongsian 

tetapi harus dilakukan dengan adil diantara kedua belah pihak yang 

berkongsi tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam 

mengembalakan ternak tesebut. Kalau kita melihat syirkah yang 

                                                             
20

Triyana Suryadi, Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa 

Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung), Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari‟ah IAIN Metro  

Tahun 2017. 
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dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Jalau tersebut niatnya baik 

namun dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan Hukum Islam 

dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para peternak terhadap 

syirkah atau perkongsian dalam Islam itu seperti apa. 
21

 

Sedangkan persamaan penelitian diatas dengan penelitian 

relevan yang peneliti lakukan dengan judul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus di 

Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

dapat dipahami bahwa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu : 

a. Sama-sama meneliti tentang bagi hasil dengan menggunakan hukum 

Islam dan menggunakan sistem bagi dua di antara kedua belah pihak, 

ada beberapa perbedaan salah satunya dengan konsep ekonomi 

syariah. 

b. Perbedaan antara relevansi di atas dengan peneliti yang sedang di 

lakukan adalah  peneliti lebih fokus terhadap bagi hasil sebelum 

beranak dan bagi hasilnya tidak di potong terlebih dahulu dengan 

biaya biaya yang di keluarkan oleh pengelola sehingga agar tidak 

ada kerugian, baik pemilik maupun pengelola.   

 

 

                                                             
21

Sri Rahayu Susanti, Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai 

Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi S1 

Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011, (di Terbitkan) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pemeliharaan hewan Ternak 

1. Pengertian Pemeliharaan  

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh 

kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak 

adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, 

bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan 

pertanian.
22

 

Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan 

bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materil, moril, 

dan waktu. Beban materi berupa biaya tambahan unuk pakan, minum, 

kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupa perhatian 

dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu 

berupa sejumblah waktu yang harus diluangkan pemilik untuk 

memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi 

hewan.
23

 

Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan 

dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia 

indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, 

                                                             
22

Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probadi, “Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi 

Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan”, Vol 

15 No. 3 September 2014, h. 387 
23

Ibid,.....h. 387 
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pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, Pembiayaan, serta 

sarana dan prasarana.
24

 

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai 

sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk 

membantu pekerjaan manusia. 
25

 

2. Dasar Hukum Pemeliharaan 

                        

               26  

 

Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan 

untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki 
yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata 

bagimu.” 

 

Dan Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan 

yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang 

besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula 

dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan 

selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan 

habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa 

diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada 

kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah kalian 

                                                             
24

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1 
25 Tri Eko Susilorini, dkk, Budidaya 22 Ternak Potensial, Penebar Swadaya, 2014, h. 32 
26 Q.S Al-An‟am (006) : 142 
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mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalan-

jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. 

Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak 

permusuhan.
27

   

Adapun dalam hukum posi tif ada dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. 

3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pemelihara 

Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain : 

a. Hak dan kewajiban pemilik  

 Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali 

kambing dan memberikan masukan. 

 Kewajiban investor membeli dan memilih kambing yang sehat, 

mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan. 

b. Hak dan kewajiban Pemelihara 

 Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan 

ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.  

 Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, 

menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan 

ternak dan memberitahukan rencana penjualan. 

                                                             
27 Dr. Hikmah Basyri, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mushthafa Muslim, Dr. Abdul Aziz Isma‟il, 

Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, At-

Tafsir Al-Muyassar, Cet. 1 ( Jakarta : Darul Haq, 2016), h. 437-438 
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 Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat 

kandang dan menjaga kesehatan hean ternak. 
28

 

4. Kebutuhan Hewan 

Adapun kebutuhan hewan dalam undang-undang No. 18 Tahun 

2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah: 

a. Lahan/Tempat Peternakan  

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan 

kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi 

persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan, lahan yang telah 

ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum harus dipertahankan 

keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
29

 

Kawasan penggembalaan umum sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) berfungsi sebagai:
30

 

1) Penghasil tumbuhan pakan 

2) Tempat perkawinan alami, selektif, kastrasi, dan pelayanan 

inseminasi buatan. 

3) Tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau 

4) Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi 

peternakan dan kesehatan hewan. 

 

                                                             
28 Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati,”Respon Peternak Terhadapa Pola 

Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa 

Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”, h. 8-9. 
29

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 
30

Ibid.....,pasal 6 ayat 2 
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b. Air  

Air yang dipergunakan untuk kepetingan peternakan dan 

kesehatan hewan hrus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai 

dengan peruntukannya, Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu 

waktu dan kawasan, kebutuhan air utnuk hewan perlu diprioritaskan 

setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
31

 

c. Pakan  

Bahan pakan adalah setiap bahan yang di konsumsi, 

disukai, mampu untuk di cerna secara menyeluruh atau hanya 

sebagian saja, tidak mengandung zat yang membahayakan bagi 

pemakannya dan dapat memberikan manfaat bagi hewan ternak nya. 

Sapi membutuhkan pakan pada setiap harinya sekitar 10 % dari bobot 

badan hewan ternak itu sendiri, dan sekitar 1-2% dari bobot badannya 

harus diberikan pakan tambahan.
32

 

Adapun pakan sapi terdiri dari beberapa jenis yaitu : 

1) Pakan hijauan adalah salah satu jenis pakan didapatkan secara 

alamiah, seperti rumput-rumputan.  

2) Pakan kosentrat  adalah bahan pakan yang memiliki kadar zat-zat 

yang makanan tinggi seperti protein ataupun karbohidratnya dan 

rendahnya serat kasar. Contohnya dedak padi, ampas tahu, ampas 

singkong dan masih banyak lagi. 

                                                             
31

Ibid.....,pasal 7 ayat 1dan 2 
32

Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy,”Optimasi 

Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika”, Vol. 1, 

No. 7, Juni 2017, h. 573 
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3) Pakan tambahan  berguna menjadi penambah dari makanan pokok 

sapi dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hewan 

ternak dari segi kualitas produksinya. Dalam hal ini dapat di 

golongkan menjadi 4 jenis, yaitu vitamin, mineral, antibiotik dan 

anabolik (hormonal).
33

 

d. Kesehatan hewan 

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan.
34

 

Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit 

hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat, setiap orang yang 

memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan 

pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
35

 

e. Kesejahteraan hewan 

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan 

yang berkaitan dengan penangkapan dan pengangan; penempatan dan 

pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; 

pemotongan dan pembunuhan; setra perlakuan dan pengayoman yang 

wajar.
36

 

                                                             
33

Ibid....., h. 573-574 
34

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009,........pasal 39 ayat 2 
35

Ibid....., pasal 43 ayat 3 dan 4 
36

Ibid....., pasal 66 ayat 1 
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Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan meliputi:
37

 

1) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya 

sehingga memungkinkan hewan dapat mengeksprsikan perilaku 

alaminya‟ 

2) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan 

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa 

lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, 

serta rasa takut dan tertekan; 

3) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-

baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan 

penyalahgunaan; 

4) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan 

penganiayaan dan penyalahgunaan. 

 

B. Sistem Bagi Hasil  

1. Pengertian  

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya 

perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di 

dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di 

dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi 

bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan 

                                                             
37

Ibid....., pasal 66 ayat 2 
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bersama, dan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak 

tanpa ada unsur paksaan.
38

 

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad 

bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut shahibul 

mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha 

sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas 

produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi 

diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam 

akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul mal 

(pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, 

dan mudharib (pengelola) adalah pehak yang pandai berbisnis, tetapi tidak 

memiliki modal. 
39

 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan 

bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung 

sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga 

dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena 

kelalaian dak kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab 

sepenuhnya.  

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah.mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب  mengikuti 

wazan  yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak مفاعلة 

                                                             
38

Suherman,”Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan 

Al-Maqasidus Al-Syariah,” h. 296. 
39 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 61 
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atau lebih. mudahrabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua 

pihak, pemilik modal (shahubul maal) dan pelaku usaha yang menjalankan 

modal (mudharib).
40

 

 Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari 

yang memiliki modal (shahib al-maal) dengan pengelola modal (shahibul 

al-maal) dalam bentuk usaha perdangan, perindustrian, dan sebagainya, 

dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepaktan bersama, misalnya 

dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.
41

 

Dalam satu kontrak mudahrabah pemodal dapat bekerja sama 

dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja 

sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil 

pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka. 

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di 

sepakatai di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing 

tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah 

bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau 

proporsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak di 

perbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk 

salah satu pihak. Di perbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda 

untuk situasi yang berbeda. 
42

 

 

                                                             
40 Imam  Mustofa, Loc. Cit, h. 49 
41

Siah Khosyi‟ah,  fiqh muamalah perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 151 
42 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah....h. 62. 
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Menurut Ascarya ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan 

partisipasi dalam usaha.  

b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian 

usaha sebatas proporsi pembiayaannya. 

c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, 

rasio keuntungan untuk masing masing pihak, yang dapat berbeda dari 

rasio pembiayaan yang disertakan. 

d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama 

dengan proporsi investasi mereka. 
43

 

1. Dasar Hukum Mudharabah 

a. Al-Qur‟an 

 Qs. Al-Muzammil ayat 20 

                       44
 

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah;” 

 

“Yakni allah mengetahui bahwa diantara kalian ada 

yang bepergian untuk urusan perdangan demi mencukupi diri agar 

tidak membebani orang lain dan menahan diri untuk tidak 

meminta-minta. Kondisi orang yang bepergian cocok untuk diberi 

                                                             
43

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 49. 
44 QS. Al-Muzamil (73) :20 
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keringanan. Karena itu orang yang bepergian, shalat wajibnya 

diberi keringan. Ia dibolehkan untuk menjamak dua sholat dalam 

sau waktu dan menqoshar shalat yang empat rakaat.
45

 

 Q.S Al-Jum‟ah ayat 10 

 

                      

               46
 

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

 

 

Perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat 

berlangsung, untuk mencari rezki dan berbagai perdangan. Karena sibuk 

dengan berdangang merupakan penyebab orang melalaikan Allah, Allah 

memerintahkan supaya banyak mengingatnya agar hal itu bisa dihindari 

seraya berfirman : ketika kalian berdiri, duduk dan berbaring karena 

banya mengingat Allah merupakan sebab keberntungan terbesar.
47

 

  

b. As-Sunah 

                                                             
45 Syaikh  Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-qur’an, Tafsir Al-Karim Ar-

Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Cet. VII ( Jakarta : Darul Haq,  2016),  hlm. 393    
46 Al-Jumu‟ah (62) :10 
47

 Syaikh  Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-qur’an, Tafsir Al-Karim Ar-

Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Cet. VII ( Jakarta : Darul Haq,  2016), hlm. 246-247  
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Diantara hadis yang berkaitan dengan Mudharabah adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi 

SAW. Bersabda:  

 

ثلَاَ ثُ فيِْهِنَّ اْلثرََ كَةُ : الَْثيَْحُ الِيَ اخََلٍ وَاْلمُقاَ رَ ضَةُ وَخَلطُْ اْلثرُِّ تاِ 

  48لشَّعِيْرِ لاَ للِْثيَْعِ ) رواه اتن ماخه عن صهية (

Artinya : “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli 

yang di tangguhkan, melakukan qiradh (member modal 

kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum 

dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk di 

perjualbelikan.” (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah). 

c. Ijma‟ 

Menurut Alaudin Al-Kasani dalam kitab Bada’I Ash-

Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I yang di 

kutip oleh Rachmat Syafe‟I menyebutkan Diantara Ijma‟ dalam 

mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama‟ah dari 

sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan 

tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.
49

 

 

 

 

                                                             
48 Al-hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu 

Majah, juz 3, (Beirut : Darul-Fikr, 1992) Hlm. 768. 
49

Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah., h. 226 
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d. Qiyas 

Mudharabah di qiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh 

seseorang untuk mengelola kebun).Selain di antara manusia, ada yang 

miskin dan ada yang kaya.Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak 

dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin 

yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian 

adanya mudharabah di tunjukkan antara lain untuk memenuhi 

kebutuhan ke dua golongan tersebut. Yakni untuk kemaslahatan 

manusia.
50

 

 

2. Rukun dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Mudharabah 

Rukun mudharabah ada lima yaitu pemilik modal (sahibul 

mal), pelaku usaha atau pengelolaan modal (mudharib), modal (ra’sul 

mal), pekerjaan pengelola modal (al-‘amal) dan keuntungan modal 

(al-ribh). Penggunaan modal pada dasarnya untuk berdangang, namun 

pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdangangan, 

akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha.
51

 

Rukun mudharabah dalah buku lain adalah shahibul mal 

(pemilik dana), Mudharib (pengelola), sighat (ijab qabul), ra’sul mal 

(modal), pekerjaan dan keuntungan.
52

 

                                                             
50Ibid…hlm. 226. 
51

Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer. h. 132.  
52

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2010),  h. 227. 
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Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut
53

: 

1) Shahib al-mal/pemilik modal. 

2) Mudharib/pelaku usaha. 

3) Akad. 

b. Syarat Mudharabah 

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadapa rukun-rukun 

yang melekat dalam akad mudharabah: 

1) Untuk shahibul mal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus 

mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. 

2) Singhat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah 

pihak untuk mennjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan 

tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. 

3) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal 

kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. 

Modal disyaratkan harus diketahui jumblah dan jenisnya (mata 

uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib. 

Sebagain ulama membolehkan modal berupa barang investor ataupun 

aset perdangangan, bahkan  mazhab hambali membolehkan 

penyediaan non aset-moneter (pesawat, kapal, alat transport) 

sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang, dan modal 

harus diserahkan/dibayarkan kepada mudharib. 

                                                             
53

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Edisi Revisi,.......,h.71  
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4) Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari 

modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. 

Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan 

harus diketahui, berapa jumblah yang dihasilkan. Keuntungan 

tersebut harus harus dibagi secara prporsional dan proporsi 

(nisbah) keduanya harus sudah dujelaskan pada waktu melakukan 

kontrak, shahibul mal berkewajiban menanggung semua kerugian 

akad mudharabah sepanjang tidak diakibatkan karena kelalain 

mudharib. 

5) Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam 

kotrak mudharabah yang disediakan sebagai pengganti modal, 

pekerjaan dalam koteks ini berhubungan dengan kontrak 

mudharabah. Syarat yang harus terpenuhi adalah usaha 

perniagaan. Mudharib tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam 

usaha perniagaannya, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh shahibul mal.
54

 

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut: 

1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang 

berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam 

usaha 

2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati 

                                                             
54 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,.....,h. 228-229 
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3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam 

akad.
55

 

3. Ketentuan Mudharabah 

ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh 

masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudharabah. Ketentuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. pada akan mudharabah mutlaqoh, pengelola modal (mudharib) tidak 

diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari 

ketentuan syara‟. 

b. pada akad mudharabah muqoyyadah, pengelola modal (mudharib) 

dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha 

yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal. 

c. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil 

atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain 

tanpa seizin pemilik modal. 

d. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan membeli 

komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang 

telah disediakan. 

e. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan mengalihkan 

modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata 

lain mengoper modal untuk akad mudharabah. 
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f. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan 

mencampurkan modal dengan harta miliknya. 

g. Pengelola modal (mudharib) hendaknya melaksanakan usaha sebagai 

mestinya.
56

 

4. Akibat Hukum Batalnya Akad Mudharabah 

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai 

berikut: 

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah : 

jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal 

sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdangangkan, maka 

pengelola mendapatkan sebagain keuntungannya sebagai upah, 

karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas 

berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan 

tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu 

menjadi tanggung jawab pemilik modal kerena pengelola adalah 

sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak 

bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas  kelalaiannya. 

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal 

bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab 

kerugian 
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c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, 

mudharabah menjadi batal.
57

 

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara 

sebagai berikut:  

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. 

Jika salah satu syarat mudhrabah tedak terpenuhi, sedangkan modal sudah 

dipengang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka 

pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, 

karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas 

berhak menerima upah. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi 

tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai 

buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung 

jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya. 

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan 

akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab 

jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. 

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, 

mudharabah menjadi batal.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
59

  

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa penelitian 

lapangan merupakan penelitian yang di lakukan secara langsung dilokasi  

penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah pemilik dan pengelola hewan ternak yang ada di 

Masyarakat Sukadana Jaya KecamatanSukadana. 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah 

kualitatif. Karena dalam penelitian ini, Peneliti berusaha mengumpulkan 

data dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan berfokus pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya. 

Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil hewan ternak (studi kasus 

Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)  
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah sabjek dari mana data di peroleh.Apabila 

peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan.
60

 Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua 

sumber yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa di lakukan oleh 

peneliti.
61

 Dalam proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan 

memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. 

Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral 

dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk mengambil 

keputusan.
62

 

Adapun sumber data primer yaitu Masyarakat Desa Sukadana 

Jaya yang melakukan Pemeliharaan akad kerja sama bagi hasil hewan 

ternak Sapi sebagai berikut : 

 Bapak Toha bekerjasama dengan bapak  Baedowi 

                                                             
60

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakrta :Rineka 

Cipta), hlm.  172 
61

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta : Rajagrafindo 

Persada), hlm.42  
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 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta : 

Rajagrafindo Persada, 2013), cet. ke 2, hlm. 103. 
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 Bapak Sulaiman bekerjasama dengan bapak Zaenudin 

 Bapak Nasikin bekerjasama dengan bapak Nurkholis  

 Bapak Soleh bekerja sama dengan bapak Sabar 

 Samuji bekerjasama dengan  Baedowi 

Sedangkan Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan  

akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Kambing sebanyak 4 orang 

sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik yaitu sebagai berikut : 

 Bapak Heri bekerja sama dengan Bapak Bejo Junaidi 

 Ibu Sri Bekerja sama dengan Ibu Endang 

 Ibu Suprih bekerja sama dengan Bapak Nasikin  

 Bapak Ujud Bekerja sama dengan Yasin  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data primer yang telah di olah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau  

oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. 

Data sekunder digunakan oleh peneliti lebih lanjut.
63

 

Data sekunder pada penelitian ini yaitu meliputi buku-buku 

sebagai berikut :  

 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, Yogyakarta: 

Kaukabah Dipantara, 2014 

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit 

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.  
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C. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 

yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara 

mengumpulkan data menggunakan tknik sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
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diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

di jawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-cheking 

atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya.
64

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan ataau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.
65

 

Penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin untuk 

mewawancarai narasumber. dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan 

telah di siapkan sebelumnya secara garis besar untuk mendapatkan 

informasi yang di butuhkan terkait dengan sitem Bagi hasil Hewan 

Ternak (Sapi dan kambing) Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur.  

Wawancara dilakukan dengan Pemilik sapi dan Pengelola. 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang 

bagaimana pelasanaan Sistem Bagi Hasil dan keuntungan serta kerugian 

dalam pelaksaan Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing). Peneliti 

Mewawancarai beberapa orang yaitu sebagai berikut : 
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(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. Ke 3 h. 138-139 
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 Bapak Baedowi dan Bapak Zaenudin sebagai pemilik sapi 

 Bapak Toha, Bapak Sulaiman dan Bapak Samuji sebagai pengelola 

sapi 

 Bapak Bejo Junaidi dan ibu Endang sebagai pemilik kambing 

 Bapak Heri dan Ibu Sri sebagai pengelola Kambing 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku atau dokumen. Metode 

dokumentasi ini merupakan metode utama apabila peneliti melakukan 

pendekatan analisis isi (content analysis). Untuk penelitian dengan 

pendekatan lain pun metode dukumentasi juga mempunyai kedudukan 

penting. Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dari 

landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan 

metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan.
66

 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 

berbentuk surat dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi di waktu silam.
67
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Pada teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

dokumen seperti buku-buku, foto-foto  yang berkaitan dengan sistem 

bagi hasil hewan ternak yang ada di Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur.  

3. Observasi  

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observai ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.Jadi 

observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak.
68

 

Observasi yang digunakan oleh penelti adalah kegiatan 

pemeliharaan hewan ternak (Sapi dan kambing) di Desa Sukadana Jaya 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 

D. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (trianggulasi), dan dilakukan terus 

menerus sampai datanya jenuh.
69

  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 
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kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
70

 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan, selanjutnya di cairkan 

data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat di simpulkan apakah hipotesis 

tersebut di terima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila 

berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan 

teknik trianggulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.
 71

  Data-data yang didapatkan dari pemilik sapi 

dan pengelola sapi di Kelurahan Sukadana Jaya, kemudian didokumentasikan 

selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolahan dan pengamatan 

kemudian di ambil generalisasi-generalisasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan 

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus 

Sampai Peneliti an hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi 

penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 

dlapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in 
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qualitivcprocess rather than afer process. Dalam kenyataannya, analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah 

selesai pengumpulan data.
72

 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam manganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang di peroleh dari data primer dan data 

sekunder kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara 

berfikir induktif mengenai sistem bagi hasil hewan ternak Desa Sukadana 

Jaya Kecamatan Sukadana Kambupaten Lampung Timur. 
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bagi Hasil Ternak di Masyarakat Desa Sukadana 

Jaya Kecamatan Sukadana 

1. Sejarah Desa 

Kawedanan Sukadana “awalnya desa Sukadana Jaya adalah 

merupakan wilayah Desa Sukadana,, menurut cerita penduduk 

terdahulu,pada abad 17 desa ini sudah ada penghuninya, dan nama 

Sukadana sejak jaman pemerintahan hindia belanda merupakan pusat 

pemerintahan bagi wilayah, Sekitar abad ke 18 muculah nama-nama 

penting yang di anggap tokoh atau pemimpin Adat karna jaman dahulu 

masyarakat Sukadana di pimpin oleh kepala Adat walaupun di bawah 

pemerintahan hindia belanda dan nama-nama tersebut diantaranya adalah, 

Minak Rio Ujung,   Minak Maring Bumi,  Dan Minak Rio Kudu  Islam. 

Nama nama ini merupakaun tokoh legendaries masyarakat Sukadana 

setelah memasuki abad ke 19, Sukadana menjadi pusat pemerintahan 

yang di sebut Kawedanan, yakni Kawedanan Sukadana,dan di bawahnya 

kawedanan di sebut (Pesirah), Pesirah merupakan pembantu pemerintahan 

kawedanan,Jadilah (pesirah Kawedanan Sukadana).
73

 

Karena sangat luasnya Desa Sukadana Pada Tahun 1986 Desa 

Sukadana di mekarkan  menjadi tiga Desa 1. Desa Induk tetep dengan 

sebutan Desa Sukadana, 2. dengan sebutan Desa Sukadana Baru, 3. 

dengan sebutan Sukadana Timur, dan karna masih terlalu luas untuk 
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pemerintahan Desa pada Tahun 2010, Desa Sukadana di usulkan kembali 

untuk di mekarkan lagi menjadi 4 desa lagi,  1. tetap dengan nama 

Sukadana 2. dengan nama Sukadana Jaya, 3. dengan nama Sukadana 

Tengah,  4. dengan nama Sukadana Selatan, setelah melalui proses yang 

mungkin sangat melelahkan berkat keuletan kerja Panitia Pemekaran yang 

penuh semangat Perjuangan dan dukungan penuh dari Masyarakat barulah  

pada tanggal 1 Desember 2011. Desa Sukadana Jaya disahkan oleh 

Kepala daerah Lampung Timur.Dan setelah di resmikanya Desa 

Sukadana Jaya mulailah menyusun setruktur Pemerintahan Desa,pada 

tanggal 1  Januari 2012 di bawah kendali Pejabat Kepala Desa, Sukadana 

Jaya. Barulah Sukadana Jaya mengatur rumah tangganya sendiri.
74

 

2. Sosial Budaya 

Tabel 4.1 

Kondisi Sosial Budaya Desa Sukadana Jaya 

No. Uraian Jumlah Ket 

1 Mata Pencaharian   

 A. Buruh Tani 813  

 B. Petani 1 855  

 C. Peternak 38  

 D. Pedagang 115  

 E. Tukang Kayu 35  

 F. Tukang Batu 45  

 G. Penjahit 28  

 H. PNS 16  

 I. Pensiunan 1  

 J. TNI/Polri 1  

 K. Perangkat Desa 62  

 L. Pengrajin 10  

 M.Industri kecil 215  
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 N. Buruh Industri -  

 O. Lain-lain 462  

  Sumber : Dokumentasi Monografi Desa Sukadana Jaya 

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :  

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal 

ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat 

adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan 

masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan 

lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik. Setelah itu Lambat laut 

masyarakat Desa Sukadana Jaya tidak hanya bertani saja tetapi juga 

memeliara Hewan Ternak untuk menambah penghasilan, biasanya yang 

di pelihara yaitu sapi, kerbau, kambing, dan unggas untuk menambah 

penghasilan.
75

 

1) Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan Pemeliharaan 

Hewan Ternak Sapi sebanyak  22 orang yaitu bapak Toha, 

Sulaiman, Soleh, Nasikin, Nurkholis, Yanto, Muhamad Yanto, 

Samuji, Ismangil, Sabar, Samidi, Suhadi, Kasiadi, Temon, Toyar, 

Roino, Suprat, Jadi, Yasin, Dugel, Eko, dan Bapak Tamin.
76

 

Dari data diatas peneliti menemukan kegiatan yang 

melakukan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Sapi sebanyak 

5 orang sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik  yaitu 

sebagai berikut : 

 Bapak Toha bekerjasama dengan bapak  Baedowi 
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 Bapak Sulaiman bekerjasama dengan bapak Zaenudin 

 Bapak Nasikin bekerjasama dengan bapak Nurkholis  

 Bapak Soleh bekerja sama dengan bapak Sabar 

 Samuji bekerjasama dengan  Baedowi  

2) Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan Pemeliharaan 

Hewan Ternak Kambing sebanyak 16 orang yaitu ibuk Sri Endang, 

Sri Rahayu, Suprih, Ngatijem, Bapak Heri, Kustad, Maji, Ujud, 

Junaidi Setiawan, Bejo Junaidi, Suwarno, Misdi, Sodik, Iyak, 

Sidiq, Supawik. 
77

 

Dari data diatas peneliti menemukan kegiatan yang 

melakukan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Kambing 

sebanyak 4 orang sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik 

yaitu sebagai berikut : 

 Bapak Heri bekerja sama dengan Bapak Bejo Junaidi 

 Ibu Sri Bekerja sama dengan Ibu Endang 

 Ibu Suprih bekerja sama dengan Bapak Nasikin  

 Bapak Ujud Bekerja sama dengan Yasin  

 

B. Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan 

Sukadana 

Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak (sapi atau kambing) yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukadana Jaya dilakukan untuk 
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membantu bagi masyarakat yang tidak mampu membeli hewan ternak (sapi 

atau kambing) akan tetapi ada keinginan untuk memelihara. 

1. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya 

a. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Sapi 

Awal mula perjanjian pemeliharaan hewan Sapi pemilik 

datang kerumah pengelola untuk menawarkan sapi nya, dalam 

menawarkan sapi tersebut pemilik mengatakan “saya punya sapi, 

sampean mau enggak untuk memelihara sapi tersebut”, selanjutnya 

pengelola menyetujui perjanjian tersebut, dengan isi perjanjian jika 

sapi betina, jika sapi nya Dara 
78

 ketika beranak akan langsung di 

ambil  oleh pengelola tanpa di bagi dengan pemilik dan anak 

selanjutnya di bagi dua 50 % : 50 %. 
79

 

Bagi Hasil Hewan sapi tersebut dalam keadaan Babon
80

 

maka jika beranak akan langsung di bagi dua yaitu 50 %: 50 %. Tetapi 

terdapat juga dalam isi pernjian tersebut pembagiannya yaitu bergilir. 

ketika sapi tersebut beranak maka pembagian anak tersebut langsung 

untuk pemilik, sedangkan jika beranak kembali untuk pengelola dan 

seterusnya.
81

 

Sedangkan ketika sapi Betina tersebut di kelola selama 1 

tahun sampai dengan 2 tahun tidak ada hasil sama sekali atau beranak 

anaknya mati, maka jika sapi tersebut akan di jual dan dalam penjulan 
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nya ada selisih harga, maka sisa uang tersebut akan di bagi dua, 

setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik.
82

 

Perjanjian bagi hasil adalah sapi Jantan, maka bentuk 

perjanjian yaitu ketika ada selisih penjualan di harga pembelian sapi 

tersebut maka selisih harga dibagi dua, setengah untuk pengelola dan 

setengahnya untuk pemilik. 
83

 

Sapi tersebut akan di kelola di tempat tinggal pengelola dan 

tugas pengelola adalah menyediakan kandang, mecarikan pakan sapi 

tidak di gembalakan, dan merawat sapi tersebut. ketika sapi tersebut 

sakit maka akan memanggil dokter hewan, dalam biayanya di 

tanggung oleh pengelola. Selanjutnya dalam mengawinkan sapi maka 

biaya kawin tersebut tidak tentu,terkadang di bagi dua dan terkadang 

juga bergantian. Sementara itu, perjanjian bagi hasil tersebut tidak ada 

jangka waktu di tentukan berapa lama pemeliharaan hewan ternak.
84

 

b. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing 

Perjanjian pemeliharaan hewan ternak kambing awal mula 

nya pemilik datang kerumah pengelola untuk mewanarkan hewan 

kambing nya untuk dikelola, dan ketika pengelola menyetujui dengan 

isi perjanjian nya yaitu ketika  hewan kambing betina tersebut dere
85

 

maka jika beranak satu ataupun dua tidak ada pembagian yaitu semua 

                                                             
82

 Wawancara dilakukan oleh Bapak Baedowi selaku  pemilik dan Bapak Toha selaku 

Pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 
83

Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu 

tanggal 16 November 2019 
84

Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu 

tanggal 16 November 2019 
85 Dere adalah Kambing Betina yang belum pernah beranak 



44 

 

untuk pengelola dan ketika beranak lagi maka akan di bagi dua, baik 

beranak satu maupun dua, jika beranak satu ada yang di bagi dua dan 

ada yang bergilir, begitupun jika beranak dua maka satu untuk pemilik 

dan satu nya untuk pengelola. Akan tetapi jika kambing Betina 

tersebut dalam keadaan babon
86

, jika sudah beranak akan langsung di 

bagi dua, ketika beranak satu setengah untuk pengelola dan 

setengahnya untuk pemilik. Dan ketika beranak dua satu untuk 

pengelola satu lagi untuk pemilik. 
87

 

Hewan kambing tersebut adalah jantan maka pembagian 

harus di jual terlebih dahulu jika ada selisih harga dari penjualan 

setelah di potong waktu pembelian maka selesih dibagi dua, setengah 

untuk pemilik dan setengah untuk pengelola.
88

 

Pengelolaan hewan ternak kambing dilakukan di tempat 

pengelola, tugas pengelola menyediakan kandang, dan mencarikan 

rumput atau daun-daunan untuk pakan kambing. jika kambing tersebut 

sakit hanya menggunakan bahan alami yang ada di sekitar untuk 

pengobatannya tanpa memanggil dokter hewan.
89

 

Pengelola hanya meminjam kambing punya tetangga untuk 

masa kawin, karen tiddak punya kambing jantan untuk di kawinkan  

dan kambing jantan tersebut hanya diberi makan selama ada di tempat 
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pengelola. Sementara itu, ketika di awal perjanjian bagi hasil tersebut 

tidak ada jangka waktu di tentukan berapa lama pemeliharaan hewan 

ternak.
90

 

2. Implementasi Dalam Akad Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak  

a. Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi  

Bapak Baedowi Bekerja sama dengan Pak Toha dan Pak 

Samidi dalam pengelolaan hewan ternak sapi. Pak Toha dan Pak 

Samidi dalam pengeloan Sapi tersebut hanya berjumlah 1 (satu) ekor 

saja karena hanya di jadikan sebagai usaha sampingan oleh pak Toha 

dan Pak Samidi.   pak Sualiman bekerja sama dengan bapak Zaenudin, 

dengan mengelola 1 (satu) Sapi karena hanya di jadikan usaha 

sampingan. 

Pak Toha sudah mengelola hewan ternak sapi milik Bapak 

Baedowi   sekitar 10 tahun. Dalam pengelolaan selama 10 tahun 

tersebut pak Toha  dan pak H. Bedowi masing-masing sudah 

mendapatkan Sapi 5 Ekor dan sejumlah uang karena pembagian 

keuntungan nya setiap sapi sudah beranak dan anaknya dijual ketika 

sudah besar. Pembagian dilakukan setelah Sapi tersebut sudah di pisah 

oleh induknya.  pak Samidi sudah mengelola hewan ternak milik 

bapak Baedowi   sekitar 4 tahun, dalam mengelola selama 4 tahun 

tersebut sudah ada hasil 2 sapi dan sejumlah uang, karena dalam 4 
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tahun tersebut pak Samidi mengelola sapi Jantan selama satu tahun 

dan mengelola sapi Betina selama 3 tahun.  

Pak Sulaiman sudah mengelola Sapi milik pak Zaenudin 

selama 5 tahun dan masing-masing baik pemilik maupun pengelola 

sudah mendapatkan 2 ekor sapi dan sejumlah  uang karena 

pembagiannya ketika induk sapi sudah beranak dan anaknya sudah di 

jual.  

Konsep bagi hasil yang dilakukan di desa Sukadana Jaya ini 

ketika sudah ada hasil pemeliharaan (sudah beranak), hasilnya 

kemudian di bagi dua yaitu setengah untuk pemilik hewan dan 

setengah nya lagi untuk pengelola  (50 % : 50 %), di mana dalam 

pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang di peroleh dari  

pengelola tanpa mengakumulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang 

di keluarkan. Jika pendapat besar maka bagi hasilnya juga besar dan  

jika pendapatan kecil maka bagi hasil nya juga kecil.
91

 

 Proporsi bagi hasil yang dilakukan di desa Sukadana Jaya 

sebagai berikut : Bapak Toha adalah seorang pengelola Sapi milik 

bapak Baedowi   dengan kesepakatan keuntungan di bagi dua yaitu : 

50% : 50%. Bapak Baedowi   membelikan indukan sapi, kepada bapak 

Toha dengan pembagian keuntungan ketika ada hasil yaitu anaknya, 

indukan tersebut sudah beranak yaitu sudah babon. Dan setelah di 

pelihara oleh bapak Toha selama setahun lebih, sapi tersebut 
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mendapatkan hasil 1 ekor anak sapi, setelah anak sapi tersebut ingin di 

beli oleh orang maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan 

bagi hasil. sapi tersebut seharga Rp. 10.000.000 maka perhitungan 

bagi hasil antara bapak Baedowi   dengan bapak Toha dibagi sesuai 

dengan perjanjian awal. Yaitu untuk Bapak H. Bedowi memperoleh 

50 % X Rp. 10.000.000 = Rp. 5.000.000, dan hasil untuk bapak Toha 

adalah 50 % X Rp. 10.000.000 = Rp. 5.000.000. namun jika 

berkeinginan untuk di pelihara saja maka salah satu antara pemilik 

maupun pengelola memberikan uang  Rp. 5.000.000 untuk bagi 

hasilnya. 

Bagi hasil sudah di ambil oleh pemilik bukan oleh 

pengelola maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan 

apakah langsung dijual atau menunggu sampai dewasa, jika sapi dijual 

ketika sudah dewasa maka pengelola akan mendapatkan bagian karena 

dipelihara oleh pengelola sampai dewasa. Harga di awal sapi Rp. 

10.000.000 dan di jual waktu sudah dewasa seharga Rp. 20.000.000 

maka di potong terlebih dahulu yaitu Rp 20.000.000 – Rp. 10.000.000 

= Rp. 10.000.000, selanjutnya sisa harga penjualan di bagi dua 50 : 

50. Yaitu 10.000.000 X 50 % = Rp. 5.000.000 jadi untuk pemilik Rp 

5.000.000 dan untuk pengelola Rp. 5.000.000.
92

 

Pembagian keuntungan antara Bapak Toha dengan Bapak 

Baedowi   dalam bagi hasil Hewan ternak Sapi dalam pembagiannya 
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tidak semata-mata bagi dua yaitu : 50 % : 50 %. Tetapi ada suatu 

ketika dalam pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut masih dalam 

keadaan belum pernah beranak (dere),  maka dalam hal ini ketika 

sudah mendapatkan hasil yaitu anaknya, tidak akan ada pembagian 

keuntungan untuk pemilik hewan ternak yaitu 100 % milik pengelola 

atau anak pertama untuk pengelola.
93

 

Pemeliharaan hewan ternak tidak pernah ada keuntungan 

maka ketika pihak pemilik ingin menjual hewan tersebut maka akan di 

bagi dua contohnya. harga awal sapi tersebut Rp. 15.000.000 dan di 

jual seharga Rp. 20.000.000 maka di potong terlebih dahulu yaitu Rp 

20.000.000 – Rp. 15.000.000 = Rp. 5.000.000, selanjutnya uang sisa 

penjualan di bagi dua 50 : 50. Yaitu 5.000.000 X 50 % = Rp. 

2.500.000 jadi untuk pemilik Rp 2.500.000 dan untuk pengelola Rp. 

2.500.000.
94

 

Pembagian keuntungan di atas sama persis yang dilakukan 

oleh bapak Samidi dengan bapak Baedowi   dan bapak Sulaiman 

dengan bapak Zaenudin, namun hanya sedikit perbedaan dalam 

pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bapak Sulaiman dengan 

Bapak Zaenundin yaitu Bagi hasilnya melakukan bergantian, 
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contohnya dalam keadaan sudah beranak anak pertama untuk 

pengelola sedangkan anak kedua untuk pemilik, dan serterusnya.
95

 

Pemeliharaan dilakukan oleh pengelola biasanya satu 

sampai  dua tahun sudah ada hasil, jika pemelihara melakukan 

pemeliharaan hewan sapi biasanya sudah ada hasil 2 sapi, karena sapi 

setiap beranak hanya 1 ekor saja. Dalam pemeliharaannya, pihak 

pemilik hewan ternak hanya melihat-lihat kondisi hewan ternak yang 

di pelihara oleh pengelola, biasanya pemilik melakukan pengecekan 

sebulan sekali dan ketika waktu masa kawin hewan ternak tersebut.
96

 

Pengelola merasa di untungkan dalam pembagian 

keuntungan karena hanya memberi makan, mecarikan makan, 

membuat kandang dan ada pengeluaran biaya  untuk pemeliharaan.
97

 

Sedangkan bagi pemilik merasa sedikit dirugikan atas bagi hasil 

tersebut karena dalam bagi hasil tersebut ketika hewan sapi tersebut 

dalam keadaan belum pernah beranak (Dere) maka anak tersebut tidak 

ada bagian untuk pemilik.
98

 

Pengelola melakukan pencarian rumput di kebun untuk 

pakan sapi, tanpa membeli. Sedangkan pihak pengelola akan 

menambahkan bahan makanan selain rumput guna untuk 
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penggemukan maupun kesehatan sapi yaitu biasanya menggunakan 

dedek, oggok dan ampas tahu. Maka dapat di simpulkan adanya 

penambahan biaya-biaya tak terduga bagi pengelola, untuk biaya nya 

tersebut dikeluarkan dari pihak pengelola. 
99

 Sedangkan untuk proses 

perkawinan di bagi dua, dalam proses perkawinan tersebut biasanya 

sapi-sapi tersebut di lakukan kawin suntik (meberi benih), karena di 

desa Sukadana Jaya sudah tidak melakukan proses perkawinan alami. 

Dan Kerika sapi tersebut sakit pihak pengelola melakukan 

pemanggilan dokter hewan guna untuk melihat dan memberi obat 

pada sapi. sedangkan untuk biaya nya dalam pemanggilan tersebut di 

bagi setengah dari pengelola dan setengah nya dari pemilik. 
100

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami, bahwa sistem bagi 

hasil hewan sapi di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana baru di 

dasarkan pada bagi hasil menggunakan adat kebiasaan  yang telah di 

penuhi oleh para pihak, tetapi berjalannya waktu bagi hasil tersebut 

pengelola dirugikan sebab bagi hasil yang dilakukan tidak ada 

potongan terlebih dahulu biaya-biaya yang di keluarkan oleh 

pengelola.   

b. Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing 

Bapak Heri mengelola hewan ternak milik Bapak Bejo 

Junaidi untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja 
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sama mengelola 2 ekor kambing betina, Ibu Sri mengelola hewan 

ternak milik Ibu Endang untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing 

yang diawal kerja sama mengelola 1 ekor kambing betina, Ibu Suprih  

mengelola hewan ternak milik Bapak Nasikin untuk pemeliharaan 

hewan ternak Kambing yang diawal kerja sama mengelola 2 ekor 

kambing betina, Bapak Ujud mengelola hewan ternak milik bapak 

Yasin untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja 

sama mengelola 2 ekor kambing betina.  

Bapak Heri sudah melakukan kerjasama dengan Bapak 

Bejo Junaidi sudah sekitar 4 tahun dalam hal kerjasama hewan ternak 

Kambing, dan sudah mendapatkan hasil yaitu 16 ekor kambing. 

karena hewan ternak kambing tersebut pembagiannya hanya berbetuk 

Kambing tidak dengan sejumlah  uang. sedangkan ibu Sri yang 

bekerja sama dengan ibu Endang selama 7 bulan yang menghasilkan 2 

ekor kambing. sedangkan ibu Suprih bekerja sama dengan bapak 

Nasikin sudah selama 1 tahun 5 bulan dan sudah menghasilkan  4 ekor 

kambing dan bapak Ujud yang bekerja sama dengan bapak Yasin 

selama 2 tahun sudah menghasilkan 6 ekor kambing.  

Bapak Heri adalah pengelola hewan ternak kambing 

milik bapak Bejo Junaidi dengan kesepakatan pembagian keuntungan 

di bagi dua yaitu : 50 %: 50 % karena kambing yang dikelo oleh 

bapak Heri sudah Babon (sudah pernah beranak). Dalam pembagian 

keuntungan nya setelah kambing tersebut beranak. Setelah 
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pemeliharaan selama 6 bulan kambing tersebut beranak maka akan 

ada pembagian keuntungan langsung tanpa menunggu anak tersebut 

sudah besar, yaitu hanya berbentuk kambing, jika kambing tersebut 

beranak satu maka pihak pemilik dan pengelola akan berunding untuk 

siapa anak kambing tersebut apakah untuk pengelola atau untuk 

pemilik, jika untuk pengelola maka pemilik akan menunggu kambing 

tersebut beranak lagi. Tetapi jika kambing tersebut beranak dua maka 

pengelola dan pemilik akan langsung membagi anak kambing tersebut 

satu satu, yaitu satu untuk pemilik dan satu lagi untuk pengelola. 

Dalam pembagiannya harus sama dalam jenis kelamin. Jika pengelola 

dapat anak kambing laki-laki maka pemilik juga harus dapat kambing 

laki laki. Walaupun salah satu pihak harus menunggu.  

Ibu Sri yang memelihara punya ibu Endang yaitu 

memelihara hewan kambing dalam pemeliharaannya belum pernah 

beranak (Dere) maka pembagianya yaitu ketika bernak, anaknya 

langsung di miliki oleh pengelola baik bernak satu maupun dua, 

selanjutnya jika beranak kembali maka anak nya akan di bagi dua 

maka pembagiannya jika kambing tersebut beranak satu maka pihak 

pemilik dan pengelola akan berunding untuk siapa anak kambing 

tersebut apakah untuk pengelola atau untuk pemilik, jika untuk 

pengelola maka pemilik akan menunggu kambing tersebut beranak 

lagi. Tetapi jika kambing tersebut beranak dua maka pengelola dan 

pemilik akan langsung membagi anak kambing tersebut satu satu, 
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yaitu satu untuk pemilik dan satu lagi untuk pengelola. Dalam 

pembagiannya harus sama dalam jenis kelamin. Jika pengelola dapat 

anak kambing laki-laki maka pemilik juga harus dapat kambing laki 

laki. Walaupun salah satu pihak harus menunggu. 

Bagi hasil yang dilakukan sudah di bagi dan anak 

tersebut yang dimilik oleh pemilik masih di pelihara oleh pengelola 

tidak dijual dan ketika sudah dewasa di jual, maka pengelola akan 

mendapatkan upah ketika sudah di jual yaitu sejumlah  uang guna 

untuk mengganti pemeliharaan, upah tersebut tidak tentu, terkadang 

sesuai terkadang tidak.
101

 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam hewan ternak 

kambing, pihak pengelola maupun pemilik harus menunggu bagian 

nya ketika hewan kambing tersebut beranak satu dan walaupun 

beranak dua akan tetap menunggu bagiannya, contoh kambing 

tersebut beranak dua tapi anak tersebut laki-laki dan perempuan maka 

pihak pengelola dapat anak laki-laki dan pihak pemilik akan dapat 

perempuan, dan jika beranak kambali dan anaknya dua maka pihak 

pengelola akan dapat anak perempuan dan pihak pemilik akan 

mendapatkan anak laki-laki.
102

 

Kerjasama yang dilakukan baik pemilik maupun 

pengelola merasa di untungankan dalam hal bagi hasil hewan ternak 
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kambing. 
103

 Dalam pemeliharaan nya Kambing tersebut berada di 

tempat pengelola, tugas pengelola mebuatkan kandang, mecarikan 

pakan dan merawat hewan kambing tersebut sedangkan untuk pemilik 

hanya menunggu hasil.
104

  

Pemelihara yang memelihara hewan ternak kambing 

tidak melakukan kawin suntik (memberi benih) tapi melakukan 

perkawinan alami yaitu dengan pejantan dan hanya memberi makan 

daun-daun ataupun rumput.
105

 Dalam pemeliharaan nya pengelola 

tidak menambahkan bahan makan untuk kambing tersebut karena 

dengan hanya menggunakan daun-daun ataupun rumput sudah merasa 

mencukupi kebutuhan kambing tersebut.
106

  

 

Menurut pemilik hewan maupun pengelola tidak tahu apakah bagi 

hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, karena pengelola 

maupun pemilik hewan hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat dan 

masih kurang paham untuk perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti 

apa.
107

 

Dari masalah tersebut maka dapat di analisis terkait sistem bagi 

hasil yang ada di desa Sukadana Jaya menurut peneliti masih kurang sesuai 
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dengan Ekonomi Syariah yaitu  hanya Menggunakan perjanjian lisan, tanpa 

adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat desa. 

Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk 

keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola  untuk hewan 

ternak terutama sapi, seperti penambahan makanan (dedak, maupun ampas 

singkong)  jika di hitung per tahun untuk  menggunakan pakan tambahan 

seperti dedak. jika satu karung isi 50 Kg,  dan 1 kg seharga Rp. 3.000 maka 

50 kg x Rp. 3.000 = Rp. 150.000 hanya Dipakai 1 bulan, jika satu tahun maka 

12 bulan x Rp. 150.000 = 1.800.000 demikian pengeluaran untuk 

menggunakan bahan tambahan dedak. Sedangkan jika menggunakan ampas 

singkong (onggok) maka, 1 karung Rp. 25.000 hanya di pakai 2 minggu, jika 

satu tahun maka 52 minggu x Rp. 25.000 = Rp. 1.300.000.  untuk hewan 

ternak kambing sendiri tidak menggunakan bahan makanan tambahan. Jika 

dihitung terlebih dahulu keperluan atau makanan tambahan itu akan terasa 

lebih baik dalam bagi  hasil diantara kedua belah pihak.   

Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasil nya yaitu 

ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki 

oleh pengelola tanpa di bagi, seharusnya ada pembagian nya baik 70 % untuk 

pengelola 30 % untuk pemilik mapun 80 % : 20 %.  

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hewan Ternak 

Desa Sukadana  Jaya Kecamatan Sukadana 

Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu 

dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi 
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kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa 

akad muamalah tidak akan terjadi. Terdapat akad muamalah, yaitu akad 

menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut 

kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
108

 Karena 

ada nya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti adanya ikatan yang kuat 

antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad 

kedua belah pihak telah terikat sati sama lain.  

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang 

dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka 

kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah 

tau hak-hak  dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang 

malakukan kegiatan pernjian bagi hasil.  Adapun hak dan kewajiban Pemilik 

dan Pemelihara antara lain :
109

 

c. Hak dan kewajiban pemilik  

 Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali 

kambing dan memberikan masukan. 

 Kewajiban investor membeli dan memilih sapi dan kambing yang 

sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan. 

d. Hak dan kewajiban Pemelihara 
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 Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak 

atas dasar pertimbangan ekonomi.  

 Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan 

sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan 

memberitahukan rencana penjualan. 

 Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat 

kandang dan menjaga kesehatan hean ternak 

Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan yang 

bisa di ternak kan dalam Islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak 

macamnya yaitu : kambing, domba, sapi, kerbau, ayam dan lain lain, begitu 

juga dalam penelitan ini tentang sapi dan kambing.  

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di 

kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data 

wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa 

perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Sukadana Jaya 

belum sepenuhnya  sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu  Akad yang 

dilakukan antara shahibul maal dengan mudharib hanya akad lisan bukan 

tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan 

akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur‟an sudah di 

jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di 

tulis.  

Dalam bagi hasil tehadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai 

syariat Islam, bahwa dalam akad tersebut di jelaskan pemilik modal 
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memberikan modal kepada pengelola dan nantinya akan di bagi keuntungan 

dengan sistem bagi dua yaitu 50 : 50 dan 100 : 0 jika sapi atau kambing 

dalam keadaan belum pernah beranak. Tetapi dalam pembagian keuntungan 

sistem bagi dua ini berlaku ketika sapi dan kambing tersebut sudah pasti 

beranak. Hal ini sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, meskipun akad nya 

hanya berbentuk lisan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam karena harus ada pembagian laba atau keuntungan, bila 

keuntungan atau pembagian tidak jelas maka akad di anggap rusak, proporsi 

pembagian hasil misal : 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35 dan seterusnya tetapi tidak di 

perbolehkan dengan pembagian  100 : 0.  Dan seharusnya pembagian 

hasilnya 60 % : 40 % yaitu 60 % untuk pengelola dan 40 % untuk pemilik 

karena bagi hasilnya tidak dihitung dalam penambahan makanan hewan 

ternak 

Ketika dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut tidak pernah 

beranak/ mendapatkan hasil atau beranak tapi anak nya mati maka pengelola 

berhak mendapat kan upah, dan pemilik tidak mendapatkan apa-apa  dalam 

perjanjian bagi hasil tersebut dan pemilik memberikan sejumlah uang untuk 

pengelola.  

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Sukadana Jaya dilakukan 

dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang 

dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan dana 

namun memiliki skill sehingga kedua belah pihak dapat bekerjsama untuk 

menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerja sama dengan sistem bagi 
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hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya 

menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi 

hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya 

saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu 

di perhatikan dalam pelaksanaan nya.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat 

menyimpulakan, yaitu : Pelaksanaan sistem bagi hasil pada ternak hewan 

(sapi atau kambing)   menggunakan sistem Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 

50:50, ketika kondisi hewan ternak sudah pernah beranak dan 100 : 0. Ketika 

kondisi hewan ternak belum pernah beranak. Hal ini sesuai kesepakatan 

antara kedau belah pihak yaitu shahibul mal dengan mudhrib. Namun 

kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya sebatas akad lisan, 

bukan tulisan. Sehingga jika ada permasalah atas pembagian hasil di 

kemudian hari baik dari pihak pengelola maupun pemilik, tidak bisa di 

tanggapi dengan tegas karena akad tersebut hanya berbentuk lisan. Dan 

sedangkan untuk bagi hasil tersebut seharusnya ada potongan pengeluaran-

pengeluaran yang di keluarkan oleh pengelola baik dari pemberian makan, 

maupun penambahan bahan makanan, agar pembagian hasilnya lebih 

menguntungkan dari kedua belah pihak.  

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Sukadana Jaya ini sangat membantu ekonomi bagi mereka yang 

melakukannya, baik pihak dari pemlik maupun dari pengelola, dapat dilihat 

dari ekonomi mereka semakin membaik. Adapun faktor penghambat dari bagi 

hasil hewan ternak (sapi atau kambing)  ini adalah : adanya ketidak adilan 
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bagi pemilik hewan ternak ketika dalam awal pemeliharaan hewan ternak 

tersebut dalam kondisi belum pernah beranak maka tidak ada bagian hasil 

yang di dapat oleh pemilik. Dan dalam pemeliharaan tersebut hanya bersifat 

tradisional karena tidak pernah di berikan nutrisi tambahan atau vitamin dan 

Dan juga pengelola sapi mengalami kesulitan dalam pencarian rumput 

sebagai pakan sapi atau kambing, pada saat musim kemarau, alhasil biasanya 

pihak pengelola melakukan tambahan pakan yaitu berupa dedak, oggok 

maupun ampas tahu guna menunjang kebutuhan hewan ternak tersebut. 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagi hasil hewan 

ternak (sapi atau kambing)  di Desa Sukadana Jaya masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan prinsip syari‟ah. Dalam menjalankan bagi hasil hewan ternak 

(sapi atau kambing)  tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama 

melakukan akad dan disepakati di awal perjanjian, pemilik sapi memberikan 

modal berupa (sapi atau kambing) kepada pengelola sapi untuk memelihara 

sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua yaitu 50 : 50, 

tetapi dalam kondisi hewan ternak pernah beranak. Dan 100 : 0 ketika hewan 

ternak belum pernah beranak. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah 

pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Selanjutnya ketika tidak ada 

keuntungan dalam memelihara, dan akan di jual oleh pemilik biasanya akan 

ada imbalan berupa  uang (upah) sebagai ganti untuk memelihara tetapi 

seharusnya jumblah tersebut harus di sebutkan di awal akad.  
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B. Saran-saran  

Adapun beberapa saran yang harus di ketahui oleh kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu seabgai berikut; 

1. Hendaknya dalam bagi hasil tersebut harus seuai dengan ketentuan Islam 

agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan artinya dalam 

pembagian seharusnya sesuai dalam syari‟at yaitu tidak lebih dari 100 : 0. 

Dan upah yang di berikan ketika dalam pemeliharaan tidak mendapatkan 

keuntungan harus jelas di awal akad berapa nominalnya. 

2. Hendaknya pemelihara lebih rajin lagi dalam pemeliharaan hewan tersebut 

maksudnya yaitu pemberian pakan yang cukup, dan kesehatan hewan 

terjamin yaitu dengan mendatangkan dokter hewan. 

3. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara 

tulisan.Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak 

bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang 

telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS.Al-Baqarah 282.  
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